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Ragam Bidang Kerja PWK



RUMPUN
JABATAN KERJA
AHLI PERENCANA

AHLI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

AHLI PERENCANAAN
WILAYAH DAN KOTA

AHLI PERENCANAAN
SEKTORAL

AHLI AHLI
PERENCANAAN PERENCANAAN
TRANSPORTASI PARIWISATA

AHLI
PERENCANAAN
PERUMAHAN



Ahli Perencanaan Wilayah & Kota

Materi Klaster Ahli Muda

1. Melaksanakan SMK3 &
Lingkungan

2. Menerapkan NSPK
Perencanaan Tata Ruang
Wilayah & Kota

3. Melaksanakan
Pekerjaan Persiapan
Rencana Wilayah dan Kota

4. Melaksanakan
Pekerjaan Survey &
Pengumpulan Data

5. Menyusun Hasil
Survey & Data
Pendukung

6. Mengevaluasi Hasil
Kompilasi dan
Pengolahan Data

7. Menyusun Analisa
Desain Masterplan
Rencana Wilayah & Kota

8. Menyusun
Masterplan Rencana
Wilayah & Kota




MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONTRUKSI

SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
JABATAN KERJA AHLI MUDA
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA (SMK3) DAN LINGKUNGAN
DI LOKASI KERJA PERENCANA TATA RUANG
WILAYAH DAN KOTA

KODE UNIT KOMPETENSI:
F45.PW01.001.01




Produk Tata Ruang Wilayah & Kota

Skala / Jangka Waktu
Pemberlakuan

| | RTRW Nasional

RPJP Nasi | = et | RTR Pulau Skala 1 : 1.000.000
asiona asiona —H
| RTR Kawasan Strategis Nasional Jangka Waktu 20 tahun

N

RPJM Nasional

Skala 1 : 250.000

I
: RTRW Provinsi
| Jangka Waktu 20 tahun

RPJP Propinsi

\)

RPJM Propinsi

RTR Kawasan Strategis Provinsi

RTRW Kabupaten

Skala 1 : 50.000
RTRW 1 | a RDTR Kabupaten Jangka Waktu 20 tahun
Kabupaten RTR Kawasan Strategis

Skala 1 : 25.000Jangka
Waktu 20 tahun

RDTR
RDTR Kota Skala 1 : 5.000
Jangka Waktu 20 tahun

RPJP I
Kabupaten/Kota

RPJM
Kabupaten/Kota

RTRW Kota

!

RTR Kawasan Strategis Kota

|
|
|
J




di tempat kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja

B ]

APD (Alat Pelindung Diri)
APK (Alat Pelindung Kerja)



Setiap pihak tidak menginginkan terjadinya
MUSIBAH dalam bentuk apapun.

Sudah berbuat apa




PENDEKATAN K3

e Hukum

e Kemanusiaan

e Ekonomi

ot etewar @ Philosophy
e Keilmuan




e Pendekatan Hukum
e K3 merupakan ketentuan perundangan .
e K3 wajib dilaksanakan

e Pelanggaran thd K3 dpt dikenakan
sangsi pidana (denda/kurungan)

e Tujuan :
Melindungi TK dan orang lain, asset dan

"ﬂgkungan\




Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 TenTang Ketenagaker jaan

“Pekerja/buruh mempunya| hak untuk
memperoleh perlindungan atas keselamatan
dan kesehatan kerja”
+ Pasal 87

“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
yang terintegrasi dengan sistem manajemen

perusahaan”




X Pendekatan Kemanusiaan

« Kecelakaan menimbulkan
Eenderltaan bagi sikorban/
eluarganya.

« K3 melindungi pekerja dan
masyarakat

« K3 bagian dari HAM




e Pendekatan Ekonomi

K3 mencegah
kerugian

Meningkatkan
produktivitas

P



KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Philosophy

Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang

ditujukan untuk menjamin keutuhan dan
kesempurnaan baik jasmaniah maupun
rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan
manusia pada umumnya, hasil karya dan
budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan
tenaga kerja



mencegah kecelakaan,
kebakaran, peledakan,
pencemaran, penyakit akibat
kerja , dll

- “ACCIDENT PREVENTION"




Proses Perencanaan sebagai suatu Sistem

Proses

Data/ Rencana & |
informasi Implementasi

L Umpan baIik/<—I

pengendali




KONTEKS SISTEM MANAJEMEN K3
DALAM PEKERJAAN PERENCANAAN TATA RUANG

Proses

Data/

Rencana &
informasi

Implementasi

Umpan balik/<—l

pengendali

_______
- N\

~ -
........






MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONTRUKSI
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
JABATAN KERJA AHLI MUDA
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA

IDENTIFIKASI DAN PENERAPAN NORMA,
STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
WILAYAH DAN KOTA

KODE UNIT KOMPETENSI:
F45.PW02.001.01




« PUSAT: Membuat norma-norma, standar, prosedur,
monev, supervisi, fasilitasi, dan urusan-urusan
pemerintahan dengan eksternalitas Nasional

= PROVINSI: Mengatur dan mengurus urusan-
urusan pemerintahan dengan eksternalitas
regional (lintas Kabupaten/Kota)

» KABUPATEN/KOTA: Mengatur dan mengurus urusan-
urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal
(internal daerah Kab/Kota)



Pemahaman NSPK

KRITERIA



Kedudukan NSPK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Noma adalah 2 uan o au ketert un

yang depakal schags tat anan utuk

- peny clengganan pome nntahan dacrah
Co  Sndar adaldh xouan yang dpakat
schuga patokan dalam pem clenggaramn
pemet st shan dacrsh

e Prosodur adalsh metode atau tta cara
untik penyelenggaramn pemer st dhan
dacrah,

o Krtona adalsh ukuan yang
dspergunakan menjadi dasar dalam
penyclenggwaan poane nntahan dacyah

Urusan Pemerintahan terkait dengan Pelayanan dasar:
* pendidikan;
+ kesehatan,

pekerjaan umum dan penataan ruang;

+ perumahan rakyat dan kawasan permukiman;




s
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Z

Urgens




Manfaat NSPK

Mempertegas dan memperjelas landasan hukum

Menjadi pedoman dan acuan (petunjuk pelaksanaan
urusan pemenntahan)

- Memperjelas pemblnaan dan pengawasan
* Memperjelas manajemen urusan pemerintahan




Kedudukan NSPK dalam Penyelenggaraan

Penataan Ruang Provinsi

UU No. 26/2007
tentang Penataan Ruang

v

PP No. 15/2010
tentang
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

:

PP No. 38/2007
tentang L, NSPK Bidang
Pembagian Penataan Ruang
Kewenangan
] ' ' Y ¥ [}
Sy Pedaman P::“T:; . Pedoman Pedoman Pedoman Pedontin
Penyusunan s Penyusunan Penyusunan Penyusunan Lakaiye
RTRW PROVINS! KABUPATEN RTRW KOTA RTRKSN RTR KSP
Pemerintah ‘
Proringi Pedoman
Pelaksanaan [«
NSPK

”'. 4 "



Dasar Perumusan NSPK

* MENGACU pada: UU No.26/2007 tentang
Penataan Ruang dan PP No. 15/2010
tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang

* MASUKAN dari NSPK bidang Penataan
Ruang

MASUKAN DARI:
« Karakteristik Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Utara

*Perda/ Pedoman Sektoral lainnya / NSPM
bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang




Pertimbangan penetapan jenis NSPK didasarkan pada:
* Sudut kepentingan mengacu UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang;

= Kriteria penyelenggaraan penataan ruang mengacu PP No. 15/ 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

» |su strategis penataan ruang provinsi (Renstra Provinsi, RTRW Provinsi, dll)

-

Kebutuhan
NSPK bidang

Penataan Ruang







MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

SEKTOR KONTRUKSI
SEKTOR KONTRUKSI
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
JABATAN KERJA AHLI MUDA JABATAN KERJA AHLI MUDA
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA
PERSIAPAN KEBUTUHAN DATA SURVEI PRIMER DAN SEKUNDER
KODE UNIT KOMPETENSI: KODE UNIT KOMPETENSI:

F45.PW02.002.01 F45.PW02.007.01



Produk Tata Ruang Wilayah & Kota

RPJP Nasional

N

RPJM Nasional

RPJP Propinsi

\)

RPJM Propinsi

RTRW Nasional

>

RTRW .
Kabupaten
RPJP |
Kabupaten/Kota

I

RPJIM | RTRW Kota 1
Kabupaten/Kota |
I
v

RTR Pulau

RTR Kawasan Strategis Nasional

RTR Kawasan Strategis Provinsi

RDTR Kabupaten

RTR Kawasan Strategis
Kabupaten

RDTR Kota

RTR Kawasan Strategis Kota

Skala / Jangka Waktu
Pemberlakuan

RTRW Nasional
Skala 1 : 1.000.000
Jangka Waktu 20 tahun

RTRW Provinsi
Skala 1 : 250.000
Jangka Waktu 20 tahun

RTRW Kabupaten
Skala 1 : 50.000
Jangka Waktu 20 tahun

RTRW Kota
Skala 1 : 25.000Jangka
Waktu 20 tahun

RDTR
Skala 1 : 5.000
Jangka Waktu 20 tahun



Penyusunan RDTR

(Rencana Detall Tata Ruang)

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 20/PRT/M/2011

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara
terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupaten/kota.



Hubungan RTRW, RDTR & RTBL

... BWE-atau-Bagian Wilayah Perkotaan-adala]]
** bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan
; strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu
RENCANA ‘ disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR,
: sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam
RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan dan

memiliki pengertian yang sama dengan
RTRW kabupaten/kota Wilayah kabupaten/kota zona peruntukan sebagaimana dimaksud
dalam PP No. 15 tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang.

. Sub BWP adalah bagian dari BWP yang
dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari
beberapa blok dan memiliki pengertian yang
sama dengan subzona peruntukan
sebagaimana dimaksud dalam PP No. 15
tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

. Wilayah perencanaan RDTR mencakup:

wilayah administrasi;

kawasan fungsional, sprt bagian wilayah

kota/subwilayah kota;

bagian dari wilayah kabupaten/kota yang

o o o : memiliki ciri perkotaan;
- Dirincikan lebif fanjut menjadi kawasan strategis kabupaten/kota
- Wilayah perencanaan dibagi lagi menjadi yang memiliki ciri kawasan
3 perkotaan; dan/atau

:Wilayah perencanaan adalah bagian dari wilayah kabupaten/kota yang




Fungsi dan manfaat

RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai:

a.
b.

c.
d.
e.

kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW;

acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan
ruang yang diatur dalam RTRW:;

acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;

acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan

acuan dalam penyusunan RTBL.

RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai:

d.

b.

penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan
permukiman dengan karakteristik tertentu;

alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, swasta, dan/atau masyarakat;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan
fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan; dan

ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program
pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP
atau Sub BWP.



Kriteria dan Lingkup Wilayah
Perencanaan RDTR

RDTR disusun apabila:

a. RTRW kabupaten/kota dinilai belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat ketelitian
petanya belum mencapai 1:5.000; dan/atau

b. RTRW kabupaten/kota sudah mengamanatkan bagian dari wilayahnya yang perlu
disusun RDTR-nya.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak terpenuhi, maka dapat
disusun peraturan zonasi, tanpa disertai dengan penyusunan RDTR yang lengkap.

Wilayah perencanaan RDTR mencakup:

a. wilayah administrasi;

b. kawasan fungsional, seperti bagian wilayah kota/subwilayah kota;

c. bagian dari wilayah kabupaten/kota yang memiliki ciri perkotaan:;

d. kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan; dan/atau

e. bagian dari wilayah kabupaten /kota yang berupa kawasan pedesaan dan direncanakan
menjadi kawasan perkotaan.



Kecamatan X

- KOTA B | yang di-RDTR-kan

(berdasarkan
Batas Administrasi) _

Gambar 1.3
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Wilayah Administrasi
Kecamatan dalam Wilayah Kota



(Bagian Wilayah Kota I)
yang di-RDTR-kan

Gambar 1.4
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Kawasan Fungsional
seperti Bagian Wilayah Kota/Subwilayah Kota



Kawasan Perkotaan
yang di-RDTR-kan

'KABUPATEN A

Gambar 1.5
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Bagian dari Wilayah Kabupaten
yang Memiliki Ciri Perkotaan



V/Kabup:gt_éﬁ/l(oﬁé A

S ‘

Kawasan Strategis
Kabupaten/Kota yang memiliki
ciri Kawasan Perkotaan

Gambar 1.6
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
yang Memiliki Ciri Kawasan Perkotaan



\J’J N

Bagian wilayah kabupaten/kota

berupa kawasan perdesaan yang

direncanakan menjadi kawasan
perkotaan

. !

Gambar 1.7
Lingkup Wilayah RDTR Berdasarkan Bagian dari Wilayah Kabupaten/Kota
yang Berupa Kawasan Perdesaan dan Direncanakan Menjadi Kawasan Perkotaan



BWP dan masa berlaku RDTR

Wilayah perencanaan RDTR tersebut kemudian disebut sebagai BWP.

Setiap BWP terdiri atas Sub BWP yang ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. morfologi BWP;
b. keserasian dan keterpaduan fungsi BWP; dan

c. jangkauan dan batasan pelayanan untuk keseluruhan BWP dengan memperhatikan
rencana struktur ruang dalam RTRW.

RDTR berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima)

tahun. Peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima)

tahun jika:

a. terjadi perubahan RTRW kabupaten/kota yang mempengaruhi BWP RDTR; atau

b. terjadi dinamika internal kabupaten/kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang
secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar,
perkembangan ekonomi yang signifikan, dan perubahan batas wilayah daerah.



PERSIAPAN

=

Pemahaman KAK &
Penyiapan Anggaran
Kajian Kebijakan
Penggalian Isu
Penyiapan Metodologi
Penyiapan Rencana
Kerja

Mobilisasi Personil
Penyiapan Perangkat
Survey

g kW

No

PENGUMPULAN
DATA INFORMASI

1. Data Primer
* Penjaringan Aspirasi
* Pengenalan Kondisi
Fisik, Sosial dan
Ekonomi BWP
2. Data Sekunder
* Peta Rencana
Kawasan
+ Pola Ruang Kawasan
» Standar Teknis dan
Admisnistratif
* Kebijakan terkait
pemanfaatan lahan,
bangunan dan
prasarana

PENGOLAHAN DAN
ANALISIS DATA

1. Analisis Karakteristik

Wilayah

* Kedudukan dan peran
BWP

* Keterkaitan antar
wilayah

» Keterkaitan antar
komponen ruang
» Karakteristik fisik BWP
» Kerentanan bencana
» Karakteristik sosial
kependudukan
» Karakteristik
perekonomian
*  Kemampuan Keuangan
daerah
2. Analisis Potensi dan
Permasalahan BWP
* Analisis kebutuhan
ruang
» Analisis perubahan
pemanfaatan ruang
3. Analisis Kualitas Kinerja
Kawasan dan Lingkungan

[

PERUMUSAN
KONSEP

Tujuan Penataan BWP
Rencana Pola Ruang
Rencana Jaringan
Prasarana

Penetapan bagian RDTR
yang diprioritaskan
penanganannya
Ketentuan Pemanfaatan
Ruang

Peraturan Zonasi

Proses Penyusunan RDTR

PENYUSUNAN
RAPERDA RDTR

RAPERDA



Proses penyusunan RDTR mencakup kegiatan pra persiapan penyusunan, persiapan
penyusunan, pengumpulan data, pengolahan data, dan perumusan konsepsi RDTR.

d.

Pra persiapan penyusunan RDTR

Pra persiapan penyusunan RDTR terdiri atas:

1) penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR;
2) penentuan metodologi yang digunakan; dan

3) penganggaran kegiatan penyusunan RDTR.

Persiapan penyusunan RDTR

Persiapan penyusunan RDTR terdiri atas:

1) persiapan awal, yaitu upaya pemahaman terhadap KAK/TOR penyiapan anggaran
biaya;

2) kajian awal data sekunder, yaitu review RDTR sebelumnya dan kajian awal RTRW
kabupaten/kota dan kebijakan lainnya;

3) persiapan teknis pelaksanaan meliputi penyusunan metodologi/metode dan teknik
analisis rinci, serta penyiapan rencana survei.



Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengenalan karakteristik BWP dan penyusunan rencana pola ruang dan
rencana jaringan prasarana BWP, dilakukan pengumpulan data primer dan data
sekunder.

Pengumpulan data primer setingkat kelurahan dilakukan melalui:

1) penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran
angket, temu wicara, wawancara orang perorang, dan lain sebagainya; dan/atau

2) pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi BWP secara langsung melalui
kunjungan ke semua bagian dari wilayah kabupaten/kota.



Data yang dihimpun dalam pengumpulan data meliputi:

data wilayah administrasi;

data fisiografis;

data kependudukan;

data ekonomi dan keuangan;

data ketersediaan prasarana dan sarana ;

data peruntukan ruang;

data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan;

data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan);
dan

peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan,

penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimal
peta 1:5.000.

I L=

L

Seperti halnya dalam penyusunan RTRW, tingkat akurasi data, sumber penyedia data,
kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel
ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan
dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang
dikumpulkan berupa data tahunan (time series) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan
kedalaman data setingkat kelurahan. Data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan

dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada bagian dari wilayah
kabupaten/kota.



d.

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data untuk penyusunan RDTR meliputi:
1) anal|5|s karakteristik wilayah, meliputi:

i
\2
V.
Vi.
Vil.
viii.

kedudukan dan peran bagian dari wilayah kabupaten/kota dalam wilayah yang
lebih luas (kabupaten/kota);

keterkaitan antar wilayah kabupaten/kota dan antara bagian dari wilayah
kabupaten/kota;

keterkaitan antarkomponen ruang di BWP;

karakteristik fisik bagian dari wilayah kabupaten/kota;

kerentanan terhadap potensi bencana, termasuk perubahan iklim;

karakteristik sosial kependudukan;

karakteristik perekonomian; dan

kemampuan keuangan daerah.

2) analisis potensi dan masalah pengembangan BWP, meliputi:

analisis kebutuhan ruang; dan
analisis perubahan pemanfaatan ruang.

3) analisis kualitas kinerja kawasan dan lingkungan.



Keluaran dari pengolahan data meliputi:

potensi dan masalah pengembangan di BWP;

peluang dan tantangan pengembangan;

kecenderungan perkembangan;

perkiraan kebutuhan pengembangan di BWP;

intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
(termasuk prasarana/infrastruktur dan utilitas); dan

B) teridentifikasinya indikasi arahan penanganan kawasan dan lingkungan.

kW =

Rincian analisis dalam penyusunan RDTR dan peraturan zonasi serta rincian perumusan
substansi RDTR dan peraturan zonasi dapat dilihat pada Lampiran 7 dan Lampiran 8.



Perumusan Konsep RDTR

Perumusan konsep RDTR dilakukan dengan:

1) mengacu pada RTRW;

2) mengacu pada pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan

3) memperhatikan RPJP kabupaten/kota dan RPJM kabupaten/kota.

Konsep RDTR dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya

dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep pengembangan wilayah, yang berisi:

1) rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah
kabupaten/kota; dan

2) konsep pengembangan wilayah kabupaten/kota.

Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan
RDTR. Hasil kegiatan perumusan konsepsi RDTR terdiri atas:

tujuan penataan BWP;

rencana pola ruang;

rencana jaringan prasarana;

penetapan dari bagian wilayah RDTR yang diprioritaskan penanganannya;

ketentuan pemanfaatan ruang; dan

peraturan zonasi.
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